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Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 
menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun 
masyarakat. Pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja lokal PT. Jatim berdasarkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten 
Rokan Hilir belum terlaksana dengan baik, karena tenaga kerja yang ada pada PT. 
Jatim mayoritas adalah tenaga kerja dari luar daerah. Padahal seharusnya tenaga 
kerja yang ada di PT. Jatim adalah berdasarkan Peraturan Daerah tersebut  
sekurang-kurangnya 60% tenaga kerja lokal.   
Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana 
pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja lokal PT. Jatim berdasarkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 
Ketenagakerjaan di Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir,  serta 
untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja lokal 
PT. Jatim di Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu 
penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yakni 
melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Teknik pengambilan 
sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Sumber data dalam 
penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan adalah 
analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif. 
Pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja lokal PT. Jatim berdasarkan Peraturan 
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 
Ketenagakerjaan di Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir belum 
terlaksana dengan baik dikarenakan rektrutmen Tenaga Kerja PT. Jatim mayoritas 
adalah tenaga kerja dari luar daerah. Padahal seharusnya tenaga kerja yang ada di 
PT. Jatim adalah berdasarkan Peraturan Daerah tersebut  sekurang-kurangnya 
60% tenaga kerja lokal.  Adapaun faktor penghambatnya adalah diantaranya; (i) 
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A. Latar Belakang Masalah 
Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir 
Nomor 08 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan menyebutkan 
bahwa  yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah:
1
 
“Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan 
barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat” 
Adapun yang menjadi tujuan penyelenggaraan ketenagakerjaan adalah  
a. Memberikan pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan baik 
dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja dan pemberi kerja dalam 
pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan. 
b. Mewujudkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi kerja agar mampu 
bersaing dalam pasa kerja; dan 
c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan 
kesejahteraan.  
Kemudian berdasarkan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten 
Rokan Hilir Nomor 08 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan 
menyebutkan bahwa : 
“Jumlah tenaga kerja yang diprioritaskan untuk tenaga kerja lokal 
sebagaimana ayat 3 (tiga) Pasal 19 sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) 
dari jumlah tenaga kerja yang diterima”. 
                                                             
1
Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 08 Tahun 2014 tentang 





Selanjutnya Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan 
bahwa : 




Setelah itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah menjadi dasar hukum pelaksanaannya dimana pemerintah melimpahkan 
kewenangannya kepada pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau 
pemerintahan kota untuk mengatur daerahnya masing-masing. Artinya daerah 
melaksanakan urusan pemerintahan untuk mengambill kebijakan dalam 
penyelenggaraan kegiatan daerahnya dan dinilai daerah tersebut mampu dan 
mandiri untuk memberikan pelayanan sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan 
rakyat di daerah. 
Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah 
tersebut merupakan wujud dari sistem desentralisasi. Desentralisasi adalah 
penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada daerah berbentuk  otonom 
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.
3
 Dalam hal ini pemerintah daerah berhak 
menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan 
otonomi dan tugas pembantuan. 
Kedudukan peraturan daerah dalam peraturan perundang-undangan 
dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jenis dan hirarki peraturan 
                                                             
 
2
 Undang-Undang Dasar Tahun 1945  
 
3






perundang-undangan adalah sebagai berikut : 
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat  (TAP MPR); 
c. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
(UU/Perpu); 
d. Peraturan Pemerintah (PP) 
e. Peraturan Presiden (Perpres); 
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan 
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota4 
Untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang terdapat dalam hirarki 
tersebut maka peraturan yang dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan 
peraturan yang diatasnya sesuai dengan azasnya yang berbunyi “lex superior 
derogat legi inferiori”. Peraturan daerah (perda) merupakan peraturan yang dibuat 
oleh kepala daerah provinsi maupun kabupaten/kota bersama-sama dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi maupun kabupaten/kota, dalam 
ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas 
perjalanan eksekusi pemerintah daerah.
5
 Peraturan daerah dilarang bertentangan 




Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat 
dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus 
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berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya 
antara lain; memihak kepada kepentingan rakyat; menjunjung tinggi hak asasi 
manusia, berwawasan lingkungan; dan berbudaya.
7
 
Walaupun dalam hirarki peraturan daerah merupakan bagian dari peraturan 
perundang-undangan yang secara jelas menempati urutan terakhir. Namun, suatu 
peraturan merupakan produk hukum yang harus ditaati dan dipatuhi oleh semua 
pihak tanpa terkecuali. Karena hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa, 
demikian halnya dengan peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 08 
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang harus ditaati dan 
dipatuhi oleh semua orang maupun perusahaan yang ada dan beroperasional 
diwilayah Kabupaten Rokan Hilir. 
Masalah ketenagakerjaan memang merupakan bagian urusan dari 
pemerintah kabupaten/kota yang sangat penting karena menyangkut kesejahteraan 
masyarakat.  Setiap tahun jumlah pengangguran semakin meningkat, namun 
peluang kerja semakin kecil. Oleh karena itu, masalah kesempatan mendapatkan 
pekerjaan yang layak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 
adalah menjadi sesuatu yang sangat penting, karena kemajuan dari suatu daerah 
juga ditentukan oleh tingkat kesejahteraan masyarakatnya, dan ini akan diperoleh 
melalui pekerjaan yang layak bagi setiap warga negaranya. Sehingga kesempatan 
untuk mendapatkan pekerjaan yang layak bagi masyarakat Kabupaten Rokan Hilir 
juga menjadi tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sehingga 
diatur dalam sebuah Peraturan Daerah. 
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Setiap perusahaan, usaha bisnis atau perdagangan sudah pasti 
membutuhkan tenaga kerja, karena tidak mungkin pekerjaan yang banyak dan 
dalam jumlah yang besar dapat dilakukan oleh beberapa orang, pasti 
membutuhkan banyak orang dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. 
Namun dalam pelaksanaannya, rekrutmen tenaga kerja lokal oleh PT. 
Jatim yang berada di Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana ungkapan salah satu 
karyawan PT. Jatim menyatakan bahwa terhadap tenaga kerja yang ada pada PT. 
Jatim itu tidak sampai 60% tenaga kerja lokal, paling banyak hanya 20% tenaga 
kerja lokal, kebanyakan tenaga kerja yang ada pada PT.Jatim adalah tenaga kerja 
di luar dari Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
8
 
Hal ini justru bertentangan dengan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Daerah 
Kabupaten Rokan Hilir Nomor 08 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 
Ketenagakerjaan bahwa jumlah tenaga kerja yang diprioritaskan untuk tenaga 
kerja lokal sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari jumlah tenaga 
kerja yang diterima. Hal ini juga dibenarkan oleh Jonathan selaku tenaga kerja 
yang ada pada PT. Jatim yang menyatakan bahwa tenaga kerja yang ada di PT. ini 
mayoritas adalah pekerja dari luar Kabupaten Rokan Hilir.  
Selanjutnya berdasarkan perjanjian kerja sama yang telah dilakukan  pada 
Senin 22 Juni 1998 antara PT. Jatim dengan KUD Bagan Siapi-api dalam 
pembangunan pengelolaan dan pemasaran hasil perkebunan kelapa sawit sebagai 
realisasi pelaksanaan program kemitraan bapak angkat-anak angkat dalam 
pengembangan ekonomi pedesaan di Kecamatan Kubu Babusalam, Kabupaten 
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Rokan Hilir memang di dalam perjanjian kerja sama tersebut tidak ada 
menyebutkan adanya penempatan tenaga kerja lokal secara jelas, namun perlu 
diketahui setalah di undangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir 
Nomor 08 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Ketenagakerjaan maka PT. Jatim 
harus mematuhi Peraturan Daerah tersebut sebagai ius constitutum di Kabupaten 
Rokan Hilir sebagai daerah yang otonom. Dalam penempatan tenaga kerja lokal 
60% (enam puluh persen) dari jumlah tenaga kerja yang diterima. 
Berdasarkan fenomen-fenomena tersebut, penulis tertarik mengkaji lebih 
lanjut untuk mengetahui dari pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja lokal PT. Jatim 
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2014 
Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Maka dari itu penulis mengangkat 
permasalahan ini dengan judul penelitian “Pelaksanaan Rekrutmen Tenaga 
Kerja Lokal PT. Jatim Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan 
Hilir Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Di 
Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir” 
B. Batasan Masalah 
Agar pembahasan penelitian ini lebih terfokus, tersusun sistematis dan 
terarah maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini terhadap bagaimana 
pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja lokal PT. Jatim berdasarkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 
Ketenagakerjaan di Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir, serta 






C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti 
merumuskan permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimana pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja lokal PT. Jatim berdasarkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten 
Rokan Hilir? 
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja lokal PT. Jatim? 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja lokal PT. 
Jatim berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 
2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kecamatan Kubu 
Babusalam Kabupaten Rokan Hilir. 
b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan rekrutmen tenaga 
kerja lokal PT. Jatim. 
2. Manfaat Penelitian  
1. Secara Teoritis 
a. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu 





b. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya 
peneliti baru yang dapat mendukung dalam pelaksanaan rekrutmen 
tenaga kerja lokal PT. Jatim berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 
Ketenagakerjaan di Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan 
Hilir. 
2. Secara Praktis 
Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan 
rekrutmen tenaga kerja local PT. Jatim Berdasarkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 
Ketenagakerjaan di Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir. 
3. Secara Akademis 
Kegunaan akademis yaitu penelitian ini di harapkan menjadi bahan 
informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti 
hal yang sama. 
E. Metode Penelitian 
Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 
tujuan dan kegunaan tertentu atau metode penelitian adalah suatu cara atau jalan 
untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.
9 Cara 
ilmiah berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu 
rasional, empiris, dan sistematis.Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan 
dengan cara- cara yang masuk akal. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu 
                                                             
 
9
 Joko Subagyo, Metode penelitian dalam teori dan praktik, (Jakarta : Rineka Cipta, 





dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengetahui cara- 
cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian 
itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.
10
 
1. Jenis Penelitian Dan Metode Pendekatan 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). 
Penelitian lapangan yaitu penelitian yang mempelajari secara intensif tentang 
latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, 
kelompok, lembaga, dan masyarakat.
11
 
Adapun metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum yaitu pendekatan yang 
melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.
12
Pendekatan sosiologi 
hukum merupakan pendekatan yang di gunakan untuk melihat aspe-aspek 
hukum dalam interaksi sosial dan bagaimana hukum beroperasi di dalam 
masyarakat. Penelitian ini di lakukan terhadap rekrutmen tenaga kerja lokal 
yang ada di  PT. Jatim, Kecamatan Kubu Babusalam, Kabupaten Rokan Hilir 
dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian di lanjutkan 
dengan menemukan masalah, kemudian menuju kepada identifikasi masalah 
dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. 
2. Lokasi Penelitian 
Adapun lokasi penelitian yang akan penulis lakukan terletak di PT. 
Jatim, Kecamatan Kubu Babusalam, Kabupaten Rokan Hilir. 
                                                             
 
10
 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:sinar Grafika, 2011), h.24  
11
 Husaini Usman dkk, Metodologi Penelitian Sosial. (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006) h. 
5  
12





3. Subjek dan Objek Penelitian 
Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam 
sebuah penelitian yaitu Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Rokan 
Hilir, Jeneral Meneger PT. Jatim, Tokoh Masyarakat Rokan Hilir, serta 
Karyawan yang terdapat di PT. Jatim. Sedangkan Objek penelitian adalah yang 
menjadi titik perhatian suatu penelitian. Objek penelitian yang akan di teliti 
adalah pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja lokal PT. Jatim berdasarkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten 
Rokan Hilir. 
4. Populasi dan Sampel 
a. Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang 
akan diteliti. 
b. Sampel 
Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti 
dan dianggap mewakili seluruh populasi.
13
 Teknik pengambilan sampel 
dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah 
teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak 
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Tabel Populasi dan Sampel 
No Responden Populasi Sampel Persentase Keterangan 
1. Komisaris PT. Jatim 1 Orang 1 Orang 100% Wawancara 
2. Tokoh Masyarakat 
Rokan Hilir 




1 Orang 1 orang 100% Wawancara 
4. Karyawan PT. Jatim 160 orang 5 orang 3 % Wawancara 
 Jumlah 192 orang 10 orang   
 
c. Sumber Data 
Sumber data adalah tempat di perolehnya data.
14
 Adapun yang 
menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah : 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari 
sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam 
bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di olah oleh peneliti. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang di peroleh dari dokumen-
dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, 
hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan 
perundang-undangan. 
Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi : 
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1. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berasal 
dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek 
penelitian yang di bahas. Bahan hukum yang berkaitan dengan pokok 
permasalahan, antara lain : 
a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan  
c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 
d. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 08 Tahun 2014 
tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.  
2. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, tulisan-tulisan 
ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian 
3. Bahan Hukun Tersier 
Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan 
mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang 
berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, 
majalah, surat kabar dan sebagainya. 
d. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan 
untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti 






Peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di 
tempat penelitian, Hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan 
sebagai tambahan data informasi dalam penelitian. 
2. Wawancara 
Peneliti melakukan percakapan kepada narasumber untuk 
memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan untuk 
memperoleh data-data yang ingin diteliti. 
e. Teknik Analisis Data        
Analisa data yang dilakukan dalam penyusunan dan penulisan 
skripsi ini adalah terlebih dahulu diuraikan beberapa permasalahan yang 
dimunculkan guna memberikan arah terhadap penelitian yang dilakukan. 
Data yang dikumpulkan secara keseluruhan selanjutnya akan dibahas atau 
dianalisa. Untuk menggambarkan apa yang telah dinyatakan oleh responden 
secara tertulis atau lisan maupun prilaku yang nyata, peneliti menggunakan 
metode kualitatif. 
Kemudian pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan yang meliputi 
keseluruhan hasil pembahasan atau analisa data yang  telah dilakukan. 
Dalam penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode induktif. 
Metode induktif adalah suatu yang berhubungan dengan permasalahan yang 







F. Sistematika Penulisan 
Dalam melakukan pembahasan, akan dibagi dalam lima bagian penulisan 
dengan sistematika sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang masalah, batasan 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,, metode 
penelitian, serta sistematika penulisan. 
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang gambaran umum lokasi penelitian, 
yaitu PT. Jatim dan Kecamatan Kubu Babusalam, Kabupaten Rokan Hilir. 
BAB III TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini berisikan tentang konsep- konsep yang berhubungan dengan 
pembahasan dalam penelitian, yang meliputi tentang konsep pemerintahan daerah, 
konsep tenaga kerja dan konsep tenaga kerja lokal berdasarkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 
Ketenagakerjaan 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai pelaksanaan rekrutmen tenaga 
kerja lokal PT. Jatim berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir 
Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kecamatan 
Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir serta faktor-faktor penghambat 
pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja lokal PT. Jatim. 

























BAB II  
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
A. Kecamatan Kubu Babusalam  
1. Gambaran Umum Kecamatan Kubu Babusalam  
Kecamatan Kubu Babussalam merupakan salah satu kecamatan yang 
terdapat di Kabupaten Rokan Hilir yang diresmikan oleh Bupati Rokan Hilir 
pada tanggal 15 Maret 2012 yang merupakan pecahan dari Kecamatan Kubu.
15
 
Jumlah Penduduk Kecamatan Kubu Babussalam saat ini + 25.426 Jiwa, 
yang terdiri dari 5.859 untuk Kepala Keluarga. Adapun luas wilayah 
Kecamatan Kubu Babussalam + 530,53 KM²  terdiri dari 12 (dua belas) 
kepenghuluan dengan batas-batas sebagai berikut :  
a. Sebelah Utara berbatasan dengan  : Selat Melaka 
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan  :Kecamatan Bagan Senembah  
c. Sebelah Barat berbatasan dengan  :Kecamatan Simpang Kanan, 
Kecamatan Kubu  
d. Sebalah Timur berbatasan dengan  :Kecamatan Bangko Pusako, 
Kecamatan Pekaitan 
Dari 12 (Dua Belas) kepenghuluan terdapat 4 (empat) kepenghuluan 
yang berada pada wilayah Pesisir yaitu : 
1. Kepenghuluan Sungai Panji-Panji 
2. Kepenghuluan Pulau Halang Muka 
3. Kepenghuluan Pulau Halang Belakang 
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4. Kepenghuluan Pulau Halang Hulu 
Sedangkan Kepenghuluan lainnya berada pada daratan yang terdiri dari:  
1. Kepenghuluan Teluk Nilap 
2. Kepenghuluan Sungai Majo 
3. Kepenghuluan Sungai Majo Pusako 
4. Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri 
5. Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Hilir 
6. Kepenghuluan Sungai Pinang 
7. Kepenghuluan Jojol 
8. Kepenghuluan Teluk Nilap Jaya 
Untuk aparatur kepenghuluan  Kecamatan Kubu Babussalam yang 
terdiri dari Dusun, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT) berjumlah : 
- Jumlah Dusun      :    31 Dusun 
- Jumlah RW     :    52 RW 
- Jumlah RT     :    125 RT 
Mata pencarian Kecamatan Kubu Babussalam dapat kami bagi menjadi 
dua bagian sesuai dengan keadaan wilayah
16
 : 
a. Penduduk yang berada diwilayah daratan pada umumnya bermata pencarian 
sebagai Petani, PNS dan Wiraswasta. 
b. Luas lahan pertanian dan perkebunan masyarakat dapat kami gambarkan 
sebagai berikut : 
- Luas tanaman padi  : +  1.056 Ha 







- Luas tanaman sawit  : +  5.100 Ha 
- Disamping itu dapat pula sebuah Perusahaan Perkebunan yang luas yaitu 
PT. Jatim Jaya Perkasa. 
c. Untuk penduduk yang berada pada Pesisir dan Pulau bermata pencarian 
sebagai nelayan dan buruh.  
d. Khusus untuk kepenghuluan yang berada di Pulau Halang terdapat 
pengolahan ikan dan udang baik secara tradisional maupun dengan 
menggunakan mesin 
e. Untuk itu pengolahan ikan asin dilakukan secara tradisional sedangkan 
untuk pengolahan terasi digunakan dengan menggunakan mesin. 
Sampai saat ini jumlah PNS di Kantor Camat Kubu Babussalam baru 4 




2. Monografi Kecamatan Kubu Babusalam 
1.1 Luas dan batas-batas wilayah 
a. Luas wilayah   : +  530,35 KM 
b. Batas wilayah   : 
1. Sebelah utara   : Selat Melaka dan Kecamatan Kubu 
2. Sebelah selatan   : Kecamatan Bagan Senembah  
3. Sebelah barat   : Kecamatan Simpang Kanan dan 
Kec. Kubu 
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4. Sebelah timur   : Kecamatan Pekaitan dan Kec. 
Bangko Pusako 
1.2 Tinggi Pusat Pemerintahan Wilayah  
Kecamatan dari permukaan laut  : 5 M 
a. Desa/kelurahan yang terjauh : 12   KM 
b. Ibukota Kabupaten   : 150 KM 
c. Ibukota Propinsi   : 650 KM 
1.3 Kondisi Geografis 
1. Curah hujan 
a. Jumlah hari dengan jumlah hujan 
Yang terbanyak   : 
b. Banyaknya curah hujan  : 
2. Suhu udara    : 
a.  Suhu maximum/minimum : 34/27 °C 
b. Suhu udara rata-rata  : 24°C  
3. Bentuk wilayah 
a. Datar sampai berombak  : 
b. Berombak sampai berbukit : 
c. Berbukit sampai bergunung : 
3. Luas Daerah Wilayah 
a. Tanah kering  
a. Pekarangan/bangunan/emplasemen : 632 Ha 





c. Ladang/tanah huma   : 
b. Tanah Basah  
a. Tambak     :  
b. Rawa/pasang surut   : 
   d. Tanah gambut    : 3000 Ha 
2.4  Tanah Hutan  
 a. Hutan Lebat    : 300 Ha 
 b. Hutan Belukar    : 400 Ha 
  e. Hutan Rawa    : 600 Ha 
2.5  Tanah Perkebunan  
  a. Perkebunan Negara   :  
  b. Perkebunan Swasta   : 30.000 Ha  
4. Prasarana Pemerintah Kepenghuluan/Kelurahan Se-Kecamatan 
4.1. Balai Kepenghuluan/Kelurahan  :  Kepenghuluan 
4.2. Kantor Kepenghuluan/Kelurahan   :  12  Kepenghuluan 
4.3. Banyaknya Bengkok Perangkat Kepenghuluan  
 a.  Tanah Sawah    : 
b.  Tanah Kering    : 
 c.   Tanah/Kolam    : 
 d.  Lain-lain     : 
5. Pemerintah Kecamatan 
5.1 Kantor Pemerintah Wilayah Kecamatan 





b. Luas Tanah     : 20 Ha 
c. Luas Bangunan    : 2.075 M² 
d. Apabila Milik Pemerintah   :  
- Kantor Camat Dibangun tahun  : 2012 
- Kantor Penghulu Teluk Nilap  : 2010 
- Kantor Penghulu Sungai Majo  : 2011 
- Kantor Penghulu Sungai Majo Pusako :  - 
- Kantor Penghulu Rantau Panjang Kiri  : 2016 
- Kantor Penghulu Rantau Panjang Kiri Hilir: 2011 
- Kantor Penghulu Sungai Pinang  : 2011 
- Kantor Penghulu Jojol   : 2005 
- Kantor Penghulu Sungai Panji-Panji :  - 
- Kantor Penghulu Pulau Halang Muka : 2005 
- Kantor Penghulu Pulau Halang Hulu :  - 
- Kantor Penghulu Pulau Halang Belakang: 2005 
- Kantor Penghulu Teluk Nilap Jaya : - 
- Sumber Dana    : APBD Rokan Hilir 
- APBN     : 
- INPRES    : 
- APBD I    : 
- APBD II    : Rp. 
- Lain-lain yang sah   : Rp. 





- Bangunan Bertingkat   : 2 Unit 
5.2 Rumah Jabatan Camat 
a. Status Rumah Jabatan Camat  : Milik Pemerintah Kab. 
Rokan Hilir  
b. Luas Bangunan    : 225 M² 
c. Apabila Milik Pemerintah   : 
- Dibangun Tahun    : 2012 
- Sumber Dana    : APBD Rokan Hilir 
- APBN      : 
- APBD I     : 
- APBD II     : 
- Swadaya     : 
Jumlah     : 
d.Kondisi Bangunan    : Baik 
5.3 Jenis Pegawai Kantor Kecamatan  : 
 a.  Pegawai Pusat  Dpk   : 
b.  Pegawai Pusat Dpk   : 
c.  Pegawai Daerah  /Otonom   : 12 Orang 
5.4. Eselonering Jabatan Perangkat Tingkat Kecamatan 
 a.  Eselon III b     : 1 Orang 
b.  Eselon IVa     : 2 Orang  
 c.  Eselon Va     : 





6. Prasarana/Sarana Pengangkutan Dan Komunikasi 
6.1.  - Lalu lintas melalui darat Kecamatan  : 21 Buah 
  - Lalu lintas melalui Air / Sungai / Laut :  2 Buah 
6.2.  Apabila melalui Air / Laut / Sungai, Jumlah  
 Dermaga     : 5 Buah 
6.3.  Lalu lintas darat melalui  
 -  Jalan Aspal     : 10 Km 
 -  Jalan Diperkeras    : 15 KM 
 -  Jalan Tanah    : 70 KM 
6.4.  Sarana Umum yang dapat digunakan oleh penduduk Kecamatan  
 -  Motor Air      : 2 Buah 
 -  Sepeda / Ojek    : 200 Buah 
7. Panjang Jalan Dan Jembatan 
7.1.  Jenis Jalan  
 a.  Jalan Negara    : 
 b.  Jalan Propinsi     :   45 KM Rusak 
 c.  Jalan Kota     :   60 KM 
 d.  Jalan kelurahan/Kepenghuluan  :   50 KM Rusak 
 Jumlah     : 158 KM 
7.2.  Kelas Jalan  
 a.  Jalan Kelas I    : Rusak 
  b. Jalan kelas II    : Rusak 





c. Jalan Kelas IIIa    :  
d. Jalan Kelas Kelurahan   : 50 KM 
7.3.  Jembatan 
 a. Jembatan Beton/Batu/Bata   :  38 Buah 
 b. Jembatan Besi    :       Buah 
 c. Jembatan Kayu/Bambu   :   3 Buah 
8. Sarana Perekonomian  
8.1. Koperasi  
 a. Koperasi Simpan Pinjam   :  
       b. Koperasi Unit Desa/ KUD   :  
       h. Koperasi Lainnya  :  25 Unit 
8.2. Pasar Bangunan Permanen / Semi Permanen :     1 Buah 
8.3. Pasar tanpa bangunan semi permanen   :  1 Buah  
8.4  Jumlah toko /kios/warung  :  121 Buah 
8.5. Bank  :   2 Buah    
9. Jumlah Perusahaan / Usaha 
9.1. Industri 
a. Besar dan Sedang   :  1Buah 
   Tenaga Kerja   :  2000 Orang 
b. Kecil    : Buah 
 Tenaga Kerja     :      Orang 
       c. Rumah Tangga   : Buah 





9.2. Perhotelan/Losmen/Penginapan   :        2 Buah 
          Tenaga Kerja   :        6 Orang 
     9.3. Rumah Makan/Warung Makan   :      15 Buah 
           Tenaga Kerja   :      75 Orang 
     9.4. Perdagangan   :      50 Buah 
           Tenaga Kerja   :    180 Orang 
     9.5. Angkutan   :      21 Buah 
    Tenaga Kerja   :      40 Orang 
9.6. Lain-Lain   : Buah 
    Tenaga Kerja   : Orang 
10. Sarana Sosial/Budaya 
10.1. Pendidikan 
10.1.1. TK 
 - Jumlah Sekolah   :   15 Sekolah 
 - Jumlah Murid   :   521 Siswa 
 - Jumlah Guru/Pengajar   :   39 Orang 
 - Prasarana Fisik   :   15 RKB 
10.1.2. Sekolah Dasar 
 a. Sekolah Dasar Negeri  
 -Jumlah Sekolah   :   18 Sekolah 
 - Jumlah Murid   :   4185 Siswa 
      - Jumlah Guru/Pengajar   :   347 Orang 





      - Perpustakaan   :   -  RKB    
10.1.3. Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) 
 a. SMTP Negeri 
 - Jumlah Sekolah   :  3 Sekolah 
 - Jumlah Murid   :  1246 Siswa 
      - Jumlah Guru/Pengajar   :  129 Guru 
  - Prasarana Fisik   :  28  RKB 
      - Perpustakaan   :  3 RKB 
  b. SMTP Swasta Umum 
  - Jumlah Sekolah   : 1 Sekolah 
 - Jumlah Murid   : 72 Orang 
      - Jumlah Guru/Pengajar   : 15 Orang 
  - Prasarana Fisik   :  6 RKB 
  c. SMTP Swasta Islam 
 - Jumlah Sekolah   :  3 Sekolah 
 - Jumlah Murid   :  1442 Siswa  
      - Jumlah Guru/Pengajar   :  85 Orang  
  - Prasarana Fisik   : 
      - Perpustakaan   : 
  d. SMTP Swasta Protestan 
 - Jumlah Sekolah   :     2 Sekolah 
 - Jumlah Murid   : 265 Siswa 





  - Prasarana Fisik   :   12 RKB 
10.1.4. Sekolah Menengah Tingkat Atas 
  a. SMTA Negeri 
   - Jumlah Sekolah   :   2 Sekolah  
 - Jumlah Murid   :   1272 Siswa 
      - Jumlah Guru/Pengajar   :   87 Orang 
  - Prasarana Fisik   :   26 RKB 
      - Perpustakaan   :   2 RKB 
  b. SMTA Swasta Islam 
 - Jumlah Sekolah   :   2 Sekolah 
 - Jumlah Murid   :   333 Siswa 
      - Jumlah Guru/Pengajar   :   46 Guru 
  - Prasarana Fisik   :   14 RKB 
      - Perpustakaan   :   2 RKB 
    c. SMTA  Swasta Protestan 
 - Jumlah Sekolah   :   1 Sekolah 
 - Jumlah Murid   :   88 Siswa 
      - Jumlah Guru/Pengajar   :   16 Guru 
  - Prasarana Fisik   :   3 RKB 
      - Perpustakaan   :   1 RKB 
           d. SMTA  Kejuruan Swasta 
 - Jumlah Sekolah   :   1 Sekolah 





      - Jumlah Guru/Pengajar   :    18 Orang 
  - Prasarana Fisik   :    6 RKB 
      - Perpustakaan   : 
 e. Perguruan Tinggi Swasta      
  - Jumlah   :    1 Kampus 
  - Jumlah Mahasiswa   :    770 Mahasiswa 
  - Jumlah Dosen/Pengajar   :    80 Orang 
  - Prasarana Fisik   :    20 RKB 
  - Fasilitas Laboratorium   :    - 
  - Perpustakaan   :    1 RKB  
10.2 Jumlah tempat Ibadah 
 a. Mesjid   :    18 Masjid 
       b. Surau/Mushola   :    29 Musholla 
       c. Gereja   :    2 Gereja 
       d. Kuil/Pura   :    - 
       e. Kelenteng   :    5 Klenteng 
10.3 Banyaknya Rumah Penduduk 
a. Rumah Menurut sifatnya dan badannya     : 
 1. Dinding terbuat dari batu/gedung permanen :   397 Unit 
 2. Dinding terbuat dari sebagian Batu/Gedung :   698 Unit 
 3.Dinding terbuat dari kayu/Papan      : 1497 Unit 
 4. Dinding terbuat dari Bambu/Lainnya    :  





 6. Rumah Diatas air (Mengapung)              :  
 b. Puskesmas 
   - Pengunjung yang sakit  :   
  - Januari s/d Juni  :      1.756 Orang 
  - Juli s/d Desember  :  
 - Dokter  :        6 Orang 
- Perawat  :      87 Orang 
- Bidan  :      48 Orang 
d. Puskesmas Pembantu 
  - Dokter  :  
     - Perawat  :       5 Orang 
                       - Bidan  :       3 Orang 
11. Pegawai Pemerintahan Kecamatan 
1. Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan      
a. Pegawai Golongan IV   :    2 Orang 
b. Pegawai Golongan III   :    1 Orang 
c. Pegawai Golongan II   :    3 Orang 
d. Pegawai Golongan I   : 
2. Jumlah Pegawai Instansi Vertikal dan Otonom di Tingkat Kecamatan Non 
Pegawai Kecamatan          
a. Pegawai Golongan IV   : 
b. Pegawai Golongan III   :     1 Orang 





d. Pegawai Golongan I   :   - Orang 
3. Sarana kerja kantor kecamatan      
a. Telepon Otomat/Non otomat  : 
b. Radio Telekomunikasi   : 
c. Jumlah Mesin Tik    :    2 Buah 
d. Meja Kerja     :    15 Buah 
e. Kursi Kerja     :     15 Buah 
f. Meja Kursi Tamu    :     1 Set 
g. Lemari/Kardek    :     10 Unit 
h. Ruang Rapat    :     1 Ruangan  
i. Ruang Data/Operator Room  :     1 Ruangan 
j. Gedung Serba Guna   :  
k. Balai Pertemuan    : 
l. Kendaraan Dinas Roda 2   :  
m. Kendaraan Dinas Roda 4   :    1 unit 
12. Kependudukan 
1. Jumlah Kepala Keluarga   :   5.859 KK 
2. Penduduk menurut jenis kelamin  :   25.426 Jiwa 
a. Jumlah Laki-laki    :   12.876 Jiwa 
b. Jumlah Perempuan   :   12.550 Jiwa 
3. Penduduk menurut agama      
a. Islam     :   19.824 Jiwa 





c. Protestan/Kristen    :   2.482 Jiwa 
d. Hindu     :       
e. Budha     :   3.120 Jiwa 
f. Konghuchu 
4. Penduduk Menurut Usia 
a. 0 – 6 tahun     :   4.501 Jiwa 
b. 7 – 12 tahun    :   5.785 Jiwa 
c. 13 – 24 tahun    :   5.342 Jiwa 
d. 25 – 55 tahun    :   4.921 Jiwa 
e. 26 – 79 tahun    :   4.667 Jiwa 
f. 80 tahun keatas    :   210 Jiwa 
5. Penduduk menurut mata pencarian 
a. Petani 
- Petani pemilik tanah   :   2500 H 
- Petani Penggarap tanah   :   158 H 
- Buruh      :   1.380 Jiwa 
b. Nelayan     :   1.586 Jiwa 
c. Pengusaha sedang/besar   :   187 Orang 
d. Buruh Industri    :   876 Orang 
e. Buruh Bangunan    :   589 Orang 
f. Buruh perkebunan (besar+kecil)  :   1500 Orang 
g. Pedagang     :   500 Orang 


















            
 
B. PT. Jatim 
1. Gambaran Umum PT. Jatim 
PT. Jatim Kubu Kabupaten Rokan Hilir didirikan berdasarkan Akta 
Notaris Hadi Irawan, SH. No. 14 tanggal 21 Oktober 1997, dengan pengesahan 
resmi lainnya dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengar surat 
keputusan No. C-218.HT. 08.01 tanggal 25 Oktober 1997. PT. Jatim Jaya 
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Perkasa (JJP) merupakan salah satu yang bergerak dibidang pengolahan kelapa 
sawit dengan luas Areal Pabrik 39,61 Ha yang beralamat Simpang Damar 
Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Riau.
19
   
PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP) merupakan perusahaan yang modal 
sahamnya  dimiliki oleh tiga orang, yaitu : Ganda 50%, Johanes 30%, dan 
Harino 20%. Adapun  bentuk perusahaan ini adalah pengolahan kelapa sawit, 
dan menghasilkan minyak kelapa sawit setengah jadi. PT. Jatim Jaya Perkasa 
adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan sawit dan 
pabrik pengolahan sawit yang beroperasi di daerah Rokan Hilir, yang 
melakukan ekspor palm dan kernel oil ke berbagai negara, melalui pelabuhan 
Dumai.  
PT. Jatim Jaya Perkasa terdiri dari seorang Direktur dan beberapa 
personalia yang bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi 
perkantoran, mempersiapkan dokumen-dokumen dan sebagainya. Dalam hal 
ini tugas personalia pada prinsipnya dilakukan melalui arahan dan petunjuk 
dari direktur. 
PT. Jatim Jaya Perkasa kebun Simpang Damar melakukan penanaman 
kelapa sawit secara bertahap dimulai Tahun 1998, lokasi kegiatan berada di 
Kecamatan Kubu dan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Riau. Luas 
HGU yang diberikan kepada PT. Jatim Jaya Perkasa yang meliputi areal inti 
seluas 8.200 Ha dan Areal Kemitraan dialokasikan seluas 3.400 Ha. 
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Kegiatan perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa meliputi penanaman, 
perawatan tanaman serta pemanenan, rangkaian kegiatan tersebut dapat 
menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti terjadinya erosi, 
penurunan kualitas air, penurunan kualitas udara serta konflik sosial. Untuk 
meminimalkan dampak negatif dari kegiatan perkebunan PT. Jatim Jaya 
Perkasa maka dilaksanakan RKL dan RPL sesuai dengan dokumen yang telah 
disetujui oleh instansi terkait. 
Pembangunan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit yang 
dilakukan oleh PT. Jatim Jaya Perkasa bertujuan untuk
20
:  
1. Memanfaatkan sumberdaya lahan basah yang tersedia di Kabupaten Rokan 
Hilir sesuai dengan peruntukannya.  
2. Meningkatkan produktivitas lahan dalam jangka waktu yang cukup lama, 
dimana akan mencapai 25 tahun dan selanjutnya memberikan kontribusi 
terhadap peningkatan volume minyak sawit (CPO) dan inti sawit (PK), baik 
untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.  
3. Sebagai bentuk upaya partisipasi aktif dalam membantu pemerintah untuk 
meningkatkan investasi di Kabupaten Rokan Hilir tanpa mengabaikan 
keuntungan bagi perusahaan.  
4. Membuka kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat sekitar lokasi 
kegiatan dan membantu pemerintah meningkatkan pendapatan asli daerah 
melalui setoran pajak. 
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1. Membantu pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam rangka pengembangan 
wilayah melalui program pembangunan perkebunan dan pabrik pengolahan 
kelapa sawit sesuai dengan wilayah komoditinya. 
2. Memenuhi kebutuhan pasar dalam dan luar negeri terhadap permintaan 
produk olahan kelapa sawit.  
3. Terwujudnya peran serta masyarakat, baik sebagai sumber tenaga kerja, 
mitra usaha, maupun sebagai objek pelaksanaan program pemberdayaan 
masyarakat. 
4. Memiliki kegunaan atau manfaat tidak langsung dalam memberi kontribusi 
terhadap pendapatan asli daerah. 
Dengan berdirinya PT. Jatim Jaya Perkasa yang aktivitasnya membuka 
areal baru yang jauh dari pemukiman penduduk, membawa perubahan 
diantaranya adanya minat penduduk untuk membuka lahan mereka yang 
berada di pinggir areal HGU PT. Jatim Jaya Perkasa. Penduduk yang mata 
pencahariannya berdagang, maka mereka akan berdagang barang kebutuhan 
harian ke perumahan-perumahan karyawan PT. Jatim Jaya Perkasa dengan 
menggunakan along-along (keranjang rotan). Untuk masyarakat yang mata 
pencahariannya mencari ikan mereka menangkap ikan di kanal/parit yang ada 
di lokasi PT. Jatim Jaya Perkasa.  
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Pada umumnya areal yang berada di luar HGU PT. Jatim Jaya Perkasa 
adalah lahan masyarakat tempatan, untuk areal yang masih hutan dimanfaatkan 
untuk mengambil kayu yang akan dijual ke sawmill-sawmill yang 
membutuhkan, sementara areal yang mudah dijangkau digunakan untuk 
kegiatan perkebunan kelapa sawit. 
Adapun bidang usaha dari PT. Jatim Jaya Perkasa adalah
22
:  
1. Menjalankan usaha dalam bidang perkebunan sawit.  
2. Menjalankan usaha dalam bidang ekspor.  
3. Menjalankan usaha dalam bidang jual beli buah sawit.  
4. Menjalankan usaha dalam bidang pengolahan buah sawit. 
5. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan buah sawit.  
6. Menjalankan usaha dalam bidang perkebunan. 
Dalam hal menerima permintaan ekspor dari beberapa negara, maka 
dokumen yang harus dipersiapkan adalah  sebagai berikut:  
1. Surat Perjanjian 
2. Syarat-syarat Khusus Perjanjian  
3. Syarat-syarat Umum Perjanjian  
4. Daftar biaya  
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2. Visi dan Misi 
Visi  
Menjadi salah satu perusahaan yang Agribisnis Indonesia yang 
Terkemuka dengan Pengolahan Terbaik dan memberikan Keuntungan Tinggi. 
Misi  
Meningkatkan Perkembangan Perusahaan dengan Standar Kualitas 
Tinggi, Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan serta memberikan Nilai Tambah 
yang lebih untuk seluruh Stakeholder. 
3. Struktur Organisasi PT. Jatim 
Struktur organisasi perusahaan merupakan satu faktor penting untuk  
tercapainya tujuan perusahaan. Oleh karena itu agar tujuan perusahaan dapat 
tercapai sesuai dengan yang diharapkan maka harus dibuat dan disusun struktur 
organisasi  dengan baik. Struktur organisasi merupakan gambaran pembagian 
tugas, tanggung  jawab serta hubungan-hubungan antara orang-orang atau 
bagian-bagian dalam  organisasi sehingga memungkinkan setiap orang atau 
bagian itu dapat bekerja secara efektif atau efesien untuk mencapai tujuan yang 
ditetapkan.  
Bentuk organisasi yang terdapat pada PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP) 
Kubu  Kabupaten Rokan Hilir adalah bentuk garis. Dimana dalam menjalankan 
usahanya perusahaan membagi tugas-tugas dan tanggung jawab dalam bentuk 









a. Manejer Pabrik  
Adapun tugas dari manajer pabrik yaitu:  
1) Mengawasi dan mengolah hal-hal yang ada di pabrik  
2) Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan memeriksa segala sesuatu 
yang  terjadi di pabrik  
b. Staff Asisten Bengkel  
Adapun tugas dari Asisten Bengkel yaitu:  
1) Mengontrol Bengkel  
2) Mengintruksikan kepada mandor karyawan hal-hal yang terjadi 
dibengkel  
c. Staff Asisten Proses  
Adapun tugas dari Asisten Proses:  
1) Mengawasi penerimaan TBS yang dikirim dari kebun  
2) Memonitor penuangan TBS dari truk ke loding ramp, proses perebusan 
(sterilizer) proses penuangan TBS ke Happer  
3) Memonitor temperatur dan level, degister dan tekanan hydraulic  
4) Memonitor loses di St. Nut dan kernel temperatur tangki di St. Klarifikasi 
dan operasional boiler  
5) Memonitor pengunaan power supply dan optimalisasi pengoperasian   
6) Memonitor kualitas air umpan boiler  
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7) Memonitor pengoperasian unit mesin mengacu pada material blace 
8) Merekomendasikan untuk dimulainya star proses ke atasan dengan 
mengacu pada ketersediaan dan kontinuitas TBS, kecukupan water 
supply, kecukupan tenaga kerja serta kesiapan maintemance peralatan  
9) Mencari cara-cara untuk memperbaiki dan meningkatkan masalah mutu. 
d. KTU  
Adapun tugas dari KTU yaitu :  
1) Mengontrol operasional keuangan  
2) Laporan-laporan kantor  
3) Laporan hasil  
4) Laporan kasir dan pembukuan 
5) Laporan tiap hari  
e. Umum & Keamanan   
Adapun tugas dari Umum dan Keamanan yaitu :  
1) Mengawasi supir mobil  
2) Mengawasi tukang kebun dan kebersihan pabrik  
3) Mengawasi opas kantor 
4) Mengawasi keamanan  
f. Asisten Umum Operasional  
Adapun tugas dari Asisten Umum Operasional yaitu:  
1) Mengawasi mutu TBS 
2) Mengontrol analis pelaksanaan proses pengolahan TBS 





4) Mengawasi petugas sampel  
g. Mandor  
Tugas Mandor adalah memandori karyawan yang bekerja di 




























































A. Pemerintah Daerah 
1. Pengertian Pemerintahan Daerah 
Pemerintah Daerah secara sederhana berasal dari dua kata yaitu 
Pemerintah dan Daerah. Selanjutnya, Pemerintah jika ditinjau dari defenisi kata 
(etimologi), yaitu berasal dari kata dasar kata perintah yang berarti melakukan 
pekerjaan memerintah atau menyuruh, setelah ditambah awalan “Pe” yang 
menjadi Pemerintah, akan berarti badan atau organisasi yang mengurus. Jika 
kemudian ditambah dengan akhiran “an”, maka akan menjadi pemerintahan 
yang berarti perbuatan, cara atau perihal.
24
 
Menurut W.S Sayre, Pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah 
sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan 
kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter, Pemerintah adalah satuan 
anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk 




Pembentukan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat pasal 18 
UUD Tahun 1945 telah melahirkan berbagai produk Undang-Undang dan 
Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang mengatur tentang Pemerintahan 
Daerah, antara lain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-undang 
Nomor 22 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-
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undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 
2014, serta terakhir Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah. 
Secara substansial undang-undang tersebut mengatur tentang bentuk susunan 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan Pemerintahan adalah 
Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden, dan penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD. Setiap Daerah 
dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Daerah yang disebut Kepala Daerah, untuk 
Provinsi disebut Gubernur, untuk Kabupaten disebut Bupati, dan untuk Kota 
disebut Walikota. Kepala Daerah dibantu oleh satu orang Wakil Kepala 
Daerah, yang masing-masing untuk Provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk 
Kabupaten disebut Wakil Bupati, dan untuk Kota disebut Wakil Walikota.
26
 
2. Asas-Asas Pemerintahan Daerah 
Selama ini dipahami bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah 
didasarkan tiga asas, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas 
pembantuan. Undang-Undang yang mengatur pemerintahan daerah setidaknya 
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur ketiga 
macam asas tersebut. Namun, dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 
Pasal 18 ayat (2), ditegaskan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah 
Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Macam-macam asas 
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1. Asas Desantralisasi 
Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan 
sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah 
daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang 
lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Dengan 
demikian, prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan-
urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah 
itu, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaannya 
maupun mengenai segi-segi pembiayaannya. Perangkat pelaksanaannya 
adalah perangkat daerah sendiri. 
Desentralisasi pada dasarnya terjadi setelah sentralisasi melalui asas 
dekonsentrasi tidak dapat melaksanakan tugas pemerintahan secara baik 
dalam arti pemerintahan gagal dalam mewujudkan Pemerintahan yang 
demokratis. Suatu Pemerintahan yang mampu mengakomodasikan unsur-
unsur yang bersifat kedaerahan berdasarkan aspirasi masyarakat daerah. 
Tujuan desentralisasi adalah agar penyelenggaraan Pemerintahan didaerah 
lebih disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing dalam rangka 
desentralisasi dibentuk Daerah otonom.
28
 
2. Asas Dekonsentrasi 
Asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan 
wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi 
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vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. 
Tanggung jawab tetap ada pada pemerintahan pusat. Baik perencanaan dan 
pelaksanaannya maupun pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab 
Pemerintah Pusat. Unsur pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala 
daerah dalam kedudukannya selaku wakil Pemerintah Pusat. 
Amrah Muslimin mengartikan dekonsentrasi ialah pelimpahan dari 
sebagian kewenangan Pemerintah Pusat pada alat-alat pemerintah pusat 
yang ada di daerah. Irawan Soejito mengartikan dekonsentrasi adalah 
pelimpahan kewenangan penguasa kepada pejabat bawahannya sendiri. 
Sedangkan Joeniarto mengatakan dekonsentrasi adalah pemberian 
wewenang oleh pemerintah pusat kepada alat-alat perlengkapan bawahan 
untuk menyelenggarakan urusan-urusannya yang terdapat di daerah.
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3. Asas Tugas Pembantuan 
Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut 
serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada 
pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggung jawabkannya 
kepada yang memberi tugas. Misalnya, Kotamadya menarik pajak-pajak 
tertentu seperti pajak kendaraan, yang sebenarnya menjadi hak dan urusan 
pemerintah pusat. Bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah 
otonom dan wilayah-wilayah administrasi. 
Daerah Otonom atau Daerah Swatantra adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwewenang, 
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dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam 
ikatan Negara Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Daerah ini dibentuk berdasarkan asas desentralisasi. Wilayah 
administrasi atau wilayah adalah lingkungan kerja perangkat pemerintah 
yang menyelenggarakan tugas pemerintahan umum didaerah. Wilayah ini 
dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi.
30
 
B. Tenaga Kerja  
1. Pengertian Tenaga Kerja 
Tenaga kerja menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 
2 menyebutkan bahwa : “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu 
melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk 
memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.”  
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menetapkan bahwa pengunaan 
istilah pekerja selalu diikuti dengan istilah buruh yang menandakan bahwa 
Undang-undang ini mengartikan dengan istilah maknanya sama. Pasal 1 angka 
3 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memberikan 
pengertian. “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima 
upah atau imbalan dalam bentuk lain.”  
Dari pengertian tersebut, dapat dilihat beberapa unsur-unsur yang 
melekat dari istilah pekerja atau buruh, yaitu sebagai berikut :  
a. Setiap orang yang bekerja (angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja 
tetapi harus bekerja) 
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Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua 
kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. 
32
 Sedangkan menurut 
DR Payaman tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, 
yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti 
bersekolah dan mengurus rumah tangga. Secara praksis pengertian tenaga kerja 
dan bukan tenaga kerja menurutnya hanya dibedakan oleh batas umur.
33
 
Jadi yang dimaksud dengan tenaga kerja yaitu individu yang sedang 
mencari atau sudah melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa 
yang sudah memenuhi persyaratan ataupun batasan usia yang telah ditetapkan 
oleh Undang-undang yang bertujuan untuk memperoleh hasil atau upah untuk 
kebutuhan hidup sehari-hari. 
Badan Pusat Statistik mendefinisikan tenaga kerja (manpower) sebagai 
seluruh penduduk dalam usia kerja (15 tahun keatas) yang berpotensi 




a. tenaga kerja penuh (full employed), adalah tenaga kerja yang mempunyai 
jumlah jam kerja > 35 jam dalam seminggu dengan hasil kerja tertentu 
sesuai dengan uraian tugas;  
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b. tenaga kerja tidak penuh atau setengah pengangguran (under employed), 
adalah tenaga kerja dengan jam kerja < 35 jam seminggu; dan  
c. tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara tidak bekerja 
(unemployed), adalah tenaga kerja dengan jam kerja 0 > 1 jam perminggu.  
Menurut undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 
Pasal 1, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan 
baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan 
jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 13 
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 8 mengenai perencanaan tenaga 
kerja dan informasi ketenagakerjaan meliputi: Kesempatan kerja, Pelatihan 
kerja. Produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, kondisi lingkungan 
kerja, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja.
35
 Masalah ketenagakerjaan 
terus menerus mendapat perhatian dari berbagai pihak, seperti pemerintah, 
lembaga pendidikan, masyarakat dan keluarga. Pemerintah melihat masalah 
ketenagakerjaan sebagai salah satu bahkan sentral pembangunan nasional, 
karena ketenagakerjaan itu pada hakikatnya adalah tenaga pembangunan yang 
banyak sumbangannya terhadap keberhasilan pembangunan bangsa termasuk 
pembangunan di sektor ketenagaan itu sendiri. Dimana pembangunan 
ketenagakerjaan bertujuan untuk:  
a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimum,  
b. Menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja 
yang sesuai dengan pembangunan nasional,  
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c. Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan 
kesejahteraannya, dan  
d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.  
Dalam pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah diharapkan dapat 
menyusun dan menetapkan perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga 
kerja dimaksudkan agar dapat dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan 
kebijakan. Strategi dan implementasi program pembangunan ketenagakerjaan 
yang berkesinambungan. Sebagian besar manusia di muka bumi Indonesia 
menyadari bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja 
memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku (actor) 
dalam mencapai tujuan pembangunan. Sejalan dengan itu, pembangunan 
ketenagakerjaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya 
dalam pembangunan serta melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan 
harkat dan martabat kemanusiaan. Pembangunan ketenagakerjaan 
diselenggarakan atas asas keterpaduan dan kemitraan. Tenaga kerja adalah 
orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu, orang yang mampu melakukan 
pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
36
  
Sumarsono menyatakan tenaga kerja sebagai semua orang yang 
bersedia untuk bekerja. Pengertian tenaga kerja tersebut meliputi mereka yang 
bekerja untuk dirinya sendiri ataupun keluarga yang tidak menerima bayaran 
berupa upah atau mereka yang bersedia bekerja dan mampu untuk bekerja 
namun tidak ada kesempatan kerja sehingga terpaksa menganggur. Tenaga 
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kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 




Tenaga kerja juga dapat diartikan adalah orang yang bersedia atau 
sanggup bekerja untuk diri sendiri atau anggota keluarga yang tidak menerima 
upah serta mereka yang bekerja untuk upah. Sedangkan menurut pendapat 
Simanjuntak, bahwa tenaga kerja adalah kelompok penduduk dalam usia kerja, 
dimana ia mampu bekerja atau melakukan kegiatan ekonomis dalam 
menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari 
definisi tersebut, dapat dipahami bahwa tenaga kerja merupakan kelompok 
orang-orang dari masyarakat yang mampu melakukan kegiatan serta mampu 
menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara 
fisik, kemampuan diukur dengan usia dengan kata lain orang yang dalam usia 
kerja disebut sebagai penduduk dalam usia kerja (working age population).  
Tenaga kerja juga berarti tenaga kerja manusia, baik jasmani maupun 
rohani, yang digunakan dalam proses produksi, yang disebut juga sebagai 
sumber daya manusia. Tenaga kerja inilah yang menggarap sumber daya 
produksi alam. Manusia tidak hanya menggunakan tenaga jasmani, melainkan 
juga tenaga rohani. Tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang 
mengandalkan fisik atau jasmani dalam proses produksi. Sedangkan tenaga 
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2. Kesempatan Kerja  
Kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang dapat tertampung 
untuk bekerja pada suatu instansi. Kesempatan kerja ini akan menampung 
semua tenaga kerja yang tersedia apabila lapangan pekerjaan yang tersedia 
mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia. 
Kebijaksanaan negara dalam kesempatan kerja meliputi upaya-upaya untuk 
mendorong pertumbuhan dan perluasan lapangan kerja di setiap daerah, serta 
perkembangan jumlah dan kualitas angkatan kerja yang tersedia agar dapat 
memanfaatkan seluruh potensi pembangunan di daerah masing-masing. 
Penciptaan kesempatan kerja adalah langkah yang tepat, mengingat penawaran 
tenaga kerja yang lebih tinggi dari permintaannya. Kelebihan tenaga kerja ini 
biasanya merupakan tenaga kerja tidak ahli, sehingga perlu kiranya perluasan 
investasi pada proyek-proyek padat karya, bukan pada perkembangan sektor 
kapitalis dengan ciri utama padat modal sebagai hasil dari pilihan strategi 
pembangunan yang mendahulukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 
Kesempatan kerja mengandung pengertian bahwa besarnya kesediaan usaha 
produksi untuk mempekerjakan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses 
produksi, yang dapat berarti lapangan pekerjaan atau kesempatan yang tersedia 
untuk bekerja yang ada dari saat kegiatan ekonomi. 
Kesempatan kerja dapat tercipta apabila terjadi permintaan tenaga kerja 
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di pasar kerja, sehingga dengan kata lain kesempatan kerja juga menunjukkan 
permintaan terhadap tenaga kerja. Kesempatan kerja menurut Tambunan, 
adalah termasuk lapangan pekerjaan yang sudah diduduki (employment) dan 
masih lowong. Dari lapangan pekerjaan yang masih lowong tersebut adanya 
kebutuhan berarti adanya kesempatan kerja bagi orang yang menganggur. 
Besarnya lapangan kerja yang masih lowong atau kebutuhan tenaga kerja yang 
secara riil dibutuhkan oleh suatu perusahaan tergantung pada banyak faktor, di 
antaranya yang paling utama adalah prospek usaha atau pertumbuhan output 
dari perusahaan tersebut, ongkos tenaga kerja atau gaji yang harus dibayar, dan 
harga faktor-faktor produksi lainnya yang bisa menggantikan fungsi tenaga 
kerja, misanya barang modal. Perluasan kesempatan kerja produktif bukan 
berarti hanya menciptakan lapangan usaha baru. Melainkan pula usaha 
peningkatan produktivitas kerja yang pada umumnya disertai dengan 
pemberian upah yang sepadan dengan apa yang telah dikerjakan oleh setiap 
pekerja.  




a. Pengembangan industri terutama padat karya yang dapat menyerap relatif 
banyak tenaga kerja dalam proses produksi; dan 
b. Melalui berbagai proyek pekerjaan umum seperti pembuatan jalan, saluran 
air, bendungan jembatan dan sebagainya.  
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Tenaga kerja yang berproduksi akan memperoleh balas jasa atau 
imbalan yang berupa upah/gaji, sehingga semakin banyak tenaga kerja yang 
berproduksi berarti akan semakin banyak warga masyarakat yang memproleh 
penghasilan. Tetapi kenyataannya sering berbeda, dan inilah beban pemerintah 
dan masyarakat Indonesia dalam mengatasi tenaga kerja yang kompleks ini. 
Penyerapan tenaga kerja selain berkaitan dengan kebutuhan untuk memperoleh 
penghasilan bagi tenaga kerja, juga berkaitan dengan pendapatan nasional, 
sebab jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu bangsa 
akan mempengaruhi jumlah pendapatan nasionalnya. Semakin tinggi jumlah 
pendapatan nasional karena barang dan jasa, memungkinkan dilakukannya 
tabungan yang bisa untuk investasi.  
Adanya investasi berarti akan memperbesar kebutuhan penyerapan 
tenaga kerja. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting dalam 
pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan tidak saja menambah 
pengetahuan, akan tetapi juga meningkatkan ketrampilan bekerja, dengan 
demikian meningkatkan produktivitas kerja dan peningkatan pertumbuhan 
ekonomi. Penyelidikan mendukung pendapat bahwa negara-negara dengan 
tingkat pendidikan yang lebih tinggi juga mengalami pertumbuhan ekonomi 
yang lebih cepat. Begitu juga halnya yang terjadi dalam industri kecil, 
pengusaha yang mempunyai tingkat pendidikan lebih tinggi akan lebih baik 
dalam produktivitas kerjanya dan juga dalam mengelola usaha, hal tersebut 
sesuai dengan teori human capital bahwa seseorang dapat meningkatkan 





3. Klasifikasi Tenaga Kerja  
Klasifikasi adalah penyusunan bersistem atau berkelompok menurut 
standar yang di tentukan.
40
 Maka, klasifikasi tenaga kerja adalah 
pengelompokan akan ketenaga kerjaan yang sudah tersusun berdasarkan 
kriteria yang sudah di tentukan yaitu:  
a. Berdasarkan penduduknya 
1) Tenaga kerja Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang 
dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan 
kerja. Menurut Undang-undang Tenaga Kerja, mereka yang 
dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 
tahun sampai dengan 64 tahun.  
2) Bukan tenaga kerja Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap 
tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. 
Menurut Undang-undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, mereka 
adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 
tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para 
pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak. 
b. Berdasarkan batas kerja 
1) Angkatan kerja Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang 
berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara 
tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. 
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2) Bukan angkatan kerja Bukan angkatan kerja adalah mereka yang 
berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus 
rumah tangga dan sebagainya. Contoh kelompok ini adalah: anak sekolah 
dan mahasiswa, para ibu rumah tangga dan orang cacat, dan para 
pengangguran sukarela.  
c. Berdasarkan kualitasnya . 
1) Tenaga kerja terdidik Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang 
memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan 
cara sekolah atau pendidikan formal dan nonformal. Contohnya: 
pengacara, dokter, guru, dan lain-lain.  
2) Tenaga kerja terlatih Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang 
memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman 
kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang 
sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya: apoteker, 
ahli bedah, mekanik, dan lain-lain.  
3) Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar 
yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh: kuli, buruh angkut, 
pembantu rumah tangga, dan sebagainya.
41
 
4. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja 
Setiap tenaga kerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh 
perlindungan. Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 86 ayat 1, 
menyebutkan bahwa :  
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“Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan 
atas :  
a. keselamatan dan kesehatan kerja;  
b. moral dan kesusilaan; dan  
c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai 
agama.”  
Menurut Darwan Prints, yang dimaksud dengan hak di sini adalah sesuatu 
yang harus diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari kedudukan atau status 
dari seseorang, sedangkan kewajiban adalah suatu prestasi baik berupa benda atau 
jasa yang harus dilakukan oleh seseorang karena kedudukan atau statusnya. 
42
 
Mengenai hak-hak bagi pekerja adalah sebagai berikut :  
a. Hak mendapat upah atau gaji (Pasal 1602 KUH Perdata, Pasal 88 sampai 
dengan 97 Undang-undang No. 13 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah No. 8 
Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah). 
b. Hak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 4 
Undang-undang No. 13 Tahun 2003). 
c. Hak bebas memilih dan pindah pekerjaan sesuai bakat dan kemampuannya 
(Pasal 5 Undang-undang No. 13 Tahun 2003). 
d. Hak atas pembinaan keahlian kejuruan untuk memperoleh serta menambah 
keahlian dan keterampilan lagi (Pasal 9- 30 Undang-undang No. 13 Tahun 
2003). 
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e. Hak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan serta perlakuan 
yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama (Pasal 3 Undang-
Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek). 
f. Hak mendirikan dan menjadi anggota Perserikatan Tenaga Kerja (Pasal 104 
Undang-undang No. 13 Tahun 2003). 
g. Hak atas istirahat tahunan, tiap-tiap kali setelah ia mempunyai masa kerja 12 
(dua belas) bulan berturut-turut pada satu majikan atau beberapa majikan dari 
satu organisasi majikan (Pasal 79 Undang-undang No. 13 Tahun 2003). 
h. Hak atas upah penuh selama istirahat tahunan (Pasal 88-98 Undang-undang 
No. 13 Tahun 2003). 
i. Hak atas suatu pembayaran tahunan, bila pada saat diputuskan hubungan kerja 
ia sudah mempunyai sedikitnya enam bulan terhitung dari saat ia berhak atas 
istirahat tahunan yang terakhir, yaitu dalam hal bila hubungan kerja diputuskan 
oleh majikan tanpa alasan-alasan mendesak yang diberikan oleh buruh, atau 
oleh buruh karena alasan-alasan mendesak yang diberikan oleh majikan (Pasal 
150- 172 Undang-undang No. 13 Tahun 2003). 
j. Hak untuk melakukan perundingan atau penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial melalui bipartit, mediasi, kosiliasi, arbitrase dan penyelesaian 
melalui pengadilan (Pasal 6-115 Undang-undang No. 2 Tahun 2004) 
Dari sudut tenaga kerja, mempunyai hak serta kewajiban dalam 






a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau 
ahli keselamatan kerja. 
b. Memakai alat keselamatan kerja.  
c. Memenuhi dan menaati persyaratan keselamatan di tempat kerja. 
 Hak-hak tenaga kerja adalah :  
a. Meminta kepada pimpinan atau pengurus perusahaan tersebut agar 
dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan 
di tempat kerja yang bersangkutan.  
b. Menyatakan keberatan melakukan pekerjaan bila syarat keselamatan dan 
kesehatan kerja serta alat perlindungan diri yang diwajibkan tidak memenuhi 




C. Mekanisme Rekrutmen Tenaga Kerja PT. Jatim 
Perencanaan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat PTK, adalah proses 
penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan 
acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program 
pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Rekrutmen tenaga kerja 
pada suatu perusahaan diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa:
 44
  
1) Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan 
kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja. 
                                                             
43
 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 
2005), h. 133-136. 
44





2) Perencanaan tenaga kerja meliputi : 
a. perencanaan tenaga kerja makro; dan 
b. perencanaan tenaga kerja mikro. 




1) Perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang 
antara lain meliputi: 
a. penduduk dan tenaga kerja; 
b. kesempatan kerja; 
c. pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja; 
d. produktivitas tenaga kerja; 
e. hubungan industrial; 
f. kondisi lingkungan kerja; 
g. pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja; dan 
h. jaminan sosial tenaga kerja. 
2) Informasi ketenagakerjaan diperoleh dari semua pihak yang terkait, baik 
instansi pemerintah maupun swasta. 
Selanjutnya rekrutmen tenaga kerja diatur secara detail di dalam Peraturan 
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 08 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 
Ketenagakerjaan Pasal 11 menjelaskan bahwa perusahaan yang akan 
mempekerjakan tenaga kerja dapat merekrut sendiri atau melalui pelaksanaan 
penempatan tenaga kerja. Kemudian Pasal 19 menjelaskan bahwa perusahaan 
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yang membutuhkan tenaga kerja wajib menyampaikan informasi adanya 
lowongan pekerjaan secara tertulis kepada Dinas/Kantor yang menangani masalah 
ketenagakerjaan di Kabupaten Rokan Hilir.
46
  
Informasi lowongan pekerjaan sekurang-kurangnya memuat jumlah tenaga 
kerja yang dibutuhkan; jenis pekerjaan; jabatan; syarat-syarat jabatan yang 
digolongkan dalam jenis kelamin, usia, pendidikan, keterampilan/keahlian, 
pengalaman kerja; batas waktu lowongan pekerjaan; jadwal proses penerimaan 
yang mencakup sosialisasi, seleksi administrasi, bakat dan minat, kemampuan, 
kesehatan, dan penandatangan perjanjian kerja; gaji yang akan diterima; dan 
syarat-syarat lain yang diperlukan. 
Dalam pengisian lowongan pekerjaan, pengusaha memprioritaskan 
penerimaan tenaga kerja lokal terutama pencari kerja yang telah terdaftar pada 
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir. Jumlah tenaga kerja yang 
diprioritaskan untuk tenaga kerja lokal sekurang-kurangnya 60 % (enam puluh 
persen) dari jumlah tenaga kerja yang diterima. Lowongan pekerjaan yang tidak 
dapat diisi oleh tenaga kerja lokal karena belum memenuhi persyaratan yang 
ditentukan, pengusaha dapat merekrut pencari kerja dari daerah lain baik dari 
dalam maupun luar propinsi.
47
 
PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP) merupakan perusahaan yang modal sahamnya  
dimiliki oleh tiga orang, yaitu : Ganda 50%, Johanes 30%, dan Harino 20%. 
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Adapun bentuk perusahaan ini adalah pengolahan kelapa sawit, dan menghasilkan 
minyak kelapa sawit setengah jadi.
48
  
Sistem rekrutmen tenaga kerja pada PT. Jatim berdasarkan wawancara 
penulis dengan Jeneral Meneger PT. Jatim menjelaskan bahwa Sistem rekrutmen 
tenaga kerja pada PT. Jatim diantaranya tidak pernah di publikasikan pembukaan 
lowongan pekerjaan yang dibutuhkan perusahaan, kemudian staff dan karyawan 




PT. Jatim Jaya Perkasa adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 
perkebunan sawit dan pabrik pengolahan sawit yang beroperasi di daerah Rokan 
Hilir, yang melakukan ekspor palm dan kernel oil ke berbagai negara, melalui 
pelabuhan Dumai. Pembangunan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit 
yang dilakukan oleh PT. Jatim Jaya Perkasa bertujuan untuk
50
:  
a. Memanfaatkan sumberdaya lahan basah yang tersedia di Kabupaten Rokan 
Hilir sesuai dengan peruntukannya.  
b. Meningkatkan produktivitas lahan dalam jangka waktu yang cukup lama, 
dimana akan mencapai 25 tahun dan selanjutnya memberikan kontribusi 
terhadap peningkatan volume minyak sawit (CPO) dan inti sawit (PK), baik 
untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.  
c. Sebagai bentuk upaya partisipasi aktif dalam membantu pemerintah untuk 
meningkatkan investasi di Kabupaten Rokan Hilir tanpa mengabaikan 
keuntungan bagi perusahaan.  
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d. Membuka kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat sekitar lokasi 
kegiatan dan membantu pemerintah meningkatkan pendapatan asli daerah 
melalui setoran pajak. 




a. Membantu pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam rangka pengembangan 
wilayah melalui program pembangunan perkebunan dan pabrik pengolahan 
kelapa sawit sesuai dengan wilayah komoditinya. 
b. Memenuhi kebutuhan pasar dalam dan luar negeri terhadap permintaan produk 
olahan kelapa sawit.  
c. Terwujudnya peran serta masyarakat, baik sebagai sumber tenaga kerja, mitra 
usaha, maupun sebagai objek pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat 
d. Memiliki kegunaan atau manfaat tidak langsung dalam memberi kontribusi 
terhadap pendapatan asli daerah. 
Dengan berdirinya PT. Jatim Jaya Perkasa yang aktivitasnya membuka 
areal baru yang jauh dari pemukiman penduduk, membawa perubahan diantaranya 
adanya minat penduduk untuk membuka lahan mereka yang berada di pinggir 
areal HGU PT. Jatim Jaya Perkasa. Dan bagi penduduk yang mata 
pencahariannya berdagang, maka mereka akan berdagang barang kebutuhan 
harian ke perumahan-perumahan karyawan PT. Jatim Jaya Perkasa dengan 
menggunakan along-along (keranjang rotan). Untuk masyarakat yang mata 
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pencahariannya mencari ikan mereka menangkap ikan di kanal/parit yang ada di 
lokasi PT. Jatim Jaya Perkasa.  
D. Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir 
Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. 
Adapun yang dimaksud dengan Tenaga Kerja berdasarkan Pasal 1 ayat (8) 
Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa Tenaga Kerja adalah setiap 
orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa 
baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. 
Berkaitan dengan Tenaga Kerja Lokal Pasal 1 ayat (24) menjelaskan 
bahwa Tenaga Kerja Lokal adalah Tenga Kerja yang memiliki Kartu Tanda 
Penduduk Kabupaten Rokan Hilir. Sedangkan yang menjadi asas dan tujuan 
penyelenggaraan ketenagakerjaan adalah: 
1) Asas penyelenggaraan ketenagakerjaan adalah terbuka, bebas, objektif, adil 
dan setara tanpa diskriminasi. 
2) Tujuan penyelenggaraan ketenagakerjaan adalah : 
a. Memberikan pelayanan kepada pencari kerja untuk memproleh pekerjaan 
baik dalam hubungan kerja maupun diluar hubungan kerja dan pemberi 
kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat dan 
kemampuan. 
b. Mewujudkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi kerja agar mampu 
bersaing dalam pasar kerja; dan 






Kemudian berkaitan dengan jumlah penerimaan Tenaga Kerja Lokal Pasal 
19 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 08 Tahun 2014 
tentang Penyeleggaraan Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa : 
“Jumlah tenaga kerja yang diprioritaskan untuk tenaga kerja lokal 
sebagaimana ayat 3 (tiga) Pasal 19 sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) 
dari jumlah tenaga kerja yang diterima”.
52
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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka 
dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja lokal PT. Jatim berdasarkan Peraturan 
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelengaraan 
Ketenagakerjaan di Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir 
belum terlaksana dengan baik, karena tenaga kerja yang ada pada PT. Jatim 
mayoritas adalah tenaga kerja dari luar daerah. Padahal seharusnya tenaga 
kerja yang ada di PT. Jatim adalah sekurang-kurangnya 60% tenaga kerja lokal 
sesuai berdasarkan Peraturan Daerah tersebut.  
2. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja lokal PT. Jatim 
di Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir adalah diantaranya; (i) 
kurangnya kesadaran hukum; dan (ii) kurangnya kepedulian terhadap tenaga 
kerja lokal 
B. Saran 
Untuk terlaksananya pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja lokal PT. Jatim 
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2014 
tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kecamatan Kubu Babusalam 
Kabupaten Rokan Hilir, maka setelah melakukan penelitian penulis mencoba 





1. PT. Jatim diharapkan untuk meningkatkan rasa kesadaran hukum dan rasa 
kepeduliannya terhadap tenaga kerja lokal sebagaimana di atur di dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Ketenagakerjaan 
2. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir harus menindak tegas perusahaan-
perusahaan yang tidak menjalakan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir 
Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan bahwa jumlah 
tenaga kerja yang diprioritaskan untuk tenaga kerja lokal sekurang-kurangnya 
60% (enam puluh persen) dari jumlah tenaga kerja yang diterima. Untuk 
terciptanya jumlah tersebut Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dapat 
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